
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN 2016 NOMOR 19 
  

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 19 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 

BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI 

BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI  
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 
2014 tentang Perizinan Untu Usaha Mikro 
dan Kecil, maka Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Pemerintahan dari Bupati kepada Camat 
untuk Menangani Sebagian Urusan 
Otonomi Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 



Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Pemerintahan dari Bupati 
kepada Camat untuk Menangani Sebagian 
Urusan Otonomi Daerah perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan  Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat 
untuk Menangani Sebagian Urusan 
Otonomi Daerah; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 



130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI 
Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2015 Nomor 199); 

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 
tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan 
Kecil (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 
1814); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 



Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 
2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 106); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 129); 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Pemerintahan dari Bupati 
kepada Camat untuk Menangani Sebagian 
Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah 



Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 
Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 
Pemerintahan dari Bupati kepada Camat 
untuk Menangani Sebagian Urusan 
Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 14); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI 
BANJARNEGARA NOMOR 11 TAHUN 2012 
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI 
KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN 
URUSAN OTONOMI DAERAH. 

 
Pasal I 

 
Mengubah Urusan Pemerintahan pada Lampiran yakni Nomor 14 
dengan perubahan pada Rincian Urusan yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. 
 
 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 9-5-2016 
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 
SUTEDJO SLAMET UTOMO 

 
Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 9-5-2016 
     SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA, 

      Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
TAHUN 2016 NOMOR 19 

 
Mengetahui sesuai aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Cap ttd, 

 
 

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si 
Pembina 

NIP. 19721030 199703 1 003 
 

 
 
 
 
 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 19 TAHUN 2016 
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG 
PELIMPAHAN SEBAGIAN 
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI 
BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK 
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN 
OTONOMI DAERAH 

 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI 

KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN 
OTONOMI DAERAH 

 

NO 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
SUB 

BIDANG 
ASPEK URUSAN RINCIAN URUSAN 

1. 2 3 4 5 
14. Bidang Koperasi, 

Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah 

Usaha 
Mikro 

Perizinan Usaha Penerbitan Izin Usaha Mikro 
dan Kecil (IUMK). 

Pembinaan Usaha 
Mikro dan Kecil 

Pembinaan dan pengembangan 
usaha mikro dan kecil : 
1. Kriteria Usaha Mikro 

adalah sebagai berikut : 
a. memiliki kekayaan 

bersih paling banyak 
Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta 
rupiah) tidak 
termasuk tanah dan 
bangunan tempat 
usaha; atau 

b. memiliki hasil 
penjualan tahunan 
paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah). 

 
 
 
 
 



1. 2 3 4 5 

    2. Kriteria Usaha Kecil 
adalah sebagai berikut : 
a. memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp 
50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling 
banyak Rp 
500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat 
usaha; atau 

b. memiliki hasil 
penjualan tahunan 
lebih dari Rp 
300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling 
banyak Rp 
2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus 
juta rupiah) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 
 

Cap ttd, 
 

SUTEDJO SLAMET UTOMO 




